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BUPATI PINRANO 
PROVINS! SULAWESI SELA.TAN 

PERATIJRAN BUPATI PINRANO 
NOMOR JtJ TAHUN 2023 

TENT ANO 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANJSASJ, iUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA DINAS PENA.NAMAN MODAL DAN 

PELA.YANAN TERPADU SATIJ PINTU 

DENOAN RAHMAT TIJHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

'Menimbang a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, Serta Tata Kerja Oinae Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu tclah ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Pinrang Nomor 62 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 
Dtnaa Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pin tu; 

b. bahwa Peraturan Bupatl sebagaimana dimekeud dalam 
huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
dmumika penyelenggaraan pemerintahan daerah eerta 
perkembangan peraturan perundang-undangan dan 
kebutuhan penyelenggaman tugae dan fungsi Dinae 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 
sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pert:imbangan eebagaimana 
dimakeud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan 
Organiaasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinae 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daem.h-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undans-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tamba.han Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana tclah diube.h 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 I); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apa.ratur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); \ 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia iahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemba.mn 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
tclah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapen Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Unclang Nomor 2 Tahun 
2022 lentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik lndoneeia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tenuu,g 
Administra.si Pemerintahan (Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnbahan Lembarao 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, tcrakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebegaimana telah 
diubeh dengan Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubehan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
!Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lemb&ran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371 
scbegaimana te\ah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 68, Tamba.han 
!.embaran Negara. Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan 
Refonna.si Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem 
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 
Birokrasi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 181); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor Tahun 
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun ! 2020 Nomor 61. 

\ 
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MEMUTIJSKAN : 

Menctapkan PERATIJRAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
OROANISASJ, TUGAS DAN FUNGSJ SERTA TATA KERJA 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 
SATU PINTIJ. 

BAB I 
KETENTIJAN UMUM 

Pa"1 I 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimakaud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Pinrang. 
2. Bupat:i adalah Bupati Pinrang. 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daeni.h Kabupaten Pinrang. 
4. Pcraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pinrang. 
5. Dinas adalah Dinaa Penanarnan Modal dan Pclayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Pinrang. 
6. Kepala Dinaa adalah Kepala Dinas Penanaman Modal clan Pclayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. 
7. Pcjabat Pembina Kcpegawaian yang selanjuu:iya disingkat PPK adaiah 

pejabat yang mempunya.i ke .... -enangan menetapkan pcngang.katan, 
pemindahan, dan pembcrhentian Pegawa.i Aparatur Sipil Negara dan 
pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di lnstansi pemerintah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Pcjabat Pembina Kepegawaian yang aelanjutnya dlaingkat PPK adalah 
Bupati Pinrang. 

9. Aparatur Sipil Negara a.dalah iatila.h kelompok profeai bagi pegawai­ 
pega.wai yang bekerja. pads. lnstansi Pemerintah baik di tingkat Pusat 
maupun Daerah. 

IO Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya diaingkat PyB ada.lah pejabat 
yang mempunya.i kewenangan melakaa.nakan proses pengangkatan, 
pcmindahan, dan pembcrhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara seauai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

11. Kclompok Jabs.tan Funp.ional adalah kelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugaa bcrkaitan dcngan pelayanan funpional yang 
berdasarkan pada keahlian dan kcterampilan tertentu. 

12. Tugaa adalah lkhtisar dari keseluruhan tugas jab.a.tan. 
13. Fung& adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas. 
14. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas 

jabs.tan yang mcrupakan upaya pokok yang dtlakukan pemegang 
jabatan. 

15. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya dtsmgkat PTSP adalah 
kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizi.nan yang proees 
pengelolaa.nnya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya 
dokumen dilakukan secara tcrpadu dalam sa.tu pintu dan 118.tu tempat. 

16. Unit Pelayanan Terpo.du Satu Pintu, yang selanjutnya discbut Unit PTSP 
adalah unit kerja yang mcnyelcnggarakan pe.layanan peri:dnan dan non 
perizinan bcrdasarkan pclimpahan kewenangan dari Bupati. 

17. Penanaman Modal adalah acgala bcntuk kcgiatan menanam modal, baik 
olch penanam modal dalam ncgeri maupun penanam modal asing, 
untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. 

18. Penanam Modal adalah pereeorangan atau badan usaha yang 
melakukan penanaman modal, yang dapat berupa penanam modal i dalam negeri clan penanam modal a.sing. 

1 
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19. Penanaman Modal Oalam Negeri, yang sclanjutnya diaingkat PMDN, 
adalah kegiatan mcnanam moclal untuk mclakukan usaha di wilayah 
negara. Republik Indonesia yang di\akukan oleh Penanam Modal Dalam 
Negeri dengan menggunakan modal 0aJrun Negeri. 

20. Penanaman Modal Asing, yang sclanjutnya disingkat PMA, adalah 
kegiatan menanam modal untuk melakukan uu.ha di wilayah negara 
Repub!ik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik 
yang menggunakan moda1 asing eepenuhnya maupun yang berpatungan 
dengan Penanam Modal Da!am Negeri. 

21. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan 
dari pernerintah daerah kepada sescorang atau pclaku usaha/kegiatan 
tcrtentu aesua.i dengan peraturan perundang-undangan. 

22. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitaa atas 
aahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam 
kemudahan pelayanan dan infonnasi sesuai dengan ketentuan peratura 
perundang-undangan. 

23. Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan tugae. hak, kewajiban, 
IM:rta pertanggungjawaba.n perizinan dan nonperizinan, tennasuk 
penandatanganannya atas nama penenma wewenang. 

24. Jabat.an Funpional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya discbut 
jabatan fungsional adalah kcdudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seeeorang Pegawai Negeri Sipil 
dalam auatu aatuan organisaai yang dalam pelak.w.naan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat 
rnandiri. 

25. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya d111ingkat SKPD 
adalah perangkat daerah yang melaksanaka.n tugas pembinaan dan 
pengawasan penyelenggara.an pelayanan terpadu aatu pintu Ka.bupaten 
Pinrang. 

BAB II 
KEDUDUKAN 

Pa"'12 
(l) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Selaetaris Daerah. 
(2) Dina a sebagaimana dimaksud pad a ayat ( \) dipimpin oleh Kepala Dinaa. 
(3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga secara e:x offido 

ditunjuk sebagai Kepala Unit PTSP. 

BAB Ill 
STRUKTUR OROANISASI 

PaaaJ 3 
(I) Suaunan OrganisaSl Dinaa Penanaman Modal dan Pclayanan Terpadu 

Satu Pintu terdiri ate.a : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat terdiri atas : 

I. Subbag,.an Program; 
2. Subbagian Umum, Kepcgawaian dan Hukum; dan 
3. Subbagi.an Keuangan. 

c. Bklang Pengembangan lkhrn dan Promosi Pcnanaman Modal; 
d. Bidang Pengo\ahan Data dan Sistem Informasi; 
e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Periz:inan; 
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r. Bidang Pengaduan dan Pengenda1ian Pelaksanaan Penanaman 
Modal; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungaional dan Pelaksana. 
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimakaud pada ayat (I) 

tercantum dalrun lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

BABIV 
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

Pa,aJ 4 
(I) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan 

urusan pcmerinta.han di bidang Penanaman Modal dan Pei.,ana.n 
Terpa.du Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 
pembantuan yang diserahkan o\eh Bupati kepadanya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas eebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepa.la 
Dinas Penanaman Modal dan Pela,yanan Terpadu Satu Pintu 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan uruean pemerinta.han Bidang Penanaman 

Modal dan Petayanan Terpadu Satu Pintu; 
b. pelaksanaan kcbijakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
c. pelaksanaa.n, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan 

pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu; 

d. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; dan 

e. penyclcnggaraan fung1i lain yang diberikan otch pimpinan sc1uai 
dengan tuga.1 dan rungsinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Dinas scbagaimana dimakaud pada ayat (l), 
meliputi: 
a. menyusun rencana kcgiatan dmaa sebagai pedoman dalam 

pelakaanaan tugas; 
b. mendistribuaikan dan mcmberi petunjuk pclaksanaan rugaa; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Oinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugas: 

d. menyuaun rancangan, mengoreksi, mcmaraf dan/atau 
menandatangani naakah dinaa; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugaanya; 
r. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja 

dan Rencana Kerja Anggaran Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

g. mcrumuakan kebijakan teknia di Bidang Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

h. memantau, mengawasi dan mengevaJuas.i pelaksanaan tugas dalam 
lingkup Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

1. menyusun rancangan, mengoreksi, mcmaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

j. mengoordinir Penye!enggaraan Survey Kepuasan Masyarakat dalam 
lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu \ Pintu: 

\ 
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k. melakukan pembinaan tcrhad.ap penyusunan Japoran Standar 
Pelayanan Minimal di Bidang Penanaman Modal; 

I. melakukan kocrdinaei dan konsultaai kementerian, pemcrintah 
provinsi dan SKPO unit kerja terkart dalam rangka kelancaran 
tugae: 

m. menetapkan Standar Pelayanan dalam. lingkup Dinaa Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

n. membina pe\aksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu; 

o. mengoordinir penyusunan Laporan Kinerja Jnstansi Pemerintah 
dinas; 

p. mclaporkan hasil pelakaanaan tugas, memberikan saran dan 
pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

q. melakukan pembinaan tcrhadap penyusunan Standar Opera.sional 
Prosedur dalam. lingkup Oinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

r. menyelenggara.kan monitoring, evaluasi dan pengawa.san 
penyelenggaraan kcbijakan teknis di Bidang Pengembangan Iklim 
dan Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Sistcm 
Informasi, Penyelenggaraan Pelayanan �nan dan Non Perizinan 
aerta Pengaduan dan Pengendalian Pelakaanaan Penanaman Modal; 

s. menyelcngsarakan koordinaai dan konsultaai dengan lemba.ga 
pemerintah dan non pemerintah dalam mngka penyelenggaman 
urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal; 

t. menilai kinerja Pegawai Apamtur Sipil Negara sesuru. ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

u. menyusun \aporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dlnas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan eebegai ba.han 
perumusan kebijakan; dan 

v. menyelenggara.kan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
aesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kedua 
Sekrctariat 

Paul 5 
(I) Sekretariat dipimpin oleh Sekretans mempunyai tugas membantu 

Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan 
pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, 
um.um, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkup Dinas. 

(2) Untuk mehilcunakan tugaa aebagaimana dimak1ud pada ayat (I), 
Sekretaria mempunyai fungsi : 
a. pengccrdfnaeian pelaksanaan tugas dalam lingkup Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
b. pengoordinasian penyusunan program dan pe\aporan dalam lingkup 

Oinaa Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
e. pengoordinaaian urusan umum, kepegawaian, dan hukum dalam 

lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pin tu; 

d. pengoordinaeran pengelolaan administraai keuangan dalam lingkup 
Oinas Penanaman Modal dan Pela,yanan Terpadu Satu Pintu; dan 
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(3) Uraian tuga.s Sekretaria sebagaimana dimaksud pe.da ayat (11, meliputi: 
a. menyuaun rencana kegiatan dinas scbagai pedoman dalam 

pelaksanaan tug.as; 
b mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugaa; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi peiakM.naan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui pericembanga.n pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyuaun rancangan, mengoreksi, mcmaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e mengikuti ra.pat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. memba.ntu kepala dinaiJ merumuskan dan menetapkan Rencana 

Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Dinaa 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

g. melakaanakan Survey Kepuasan Masylll'llkat dalam lingkup Dinas 
Penanaman Modal clan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

h. menyusun dan membuat Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah dinas; 
1. mengoordinir penyuaunan Laporan Standar Pclayanan Minimal 

lingkup Oinu Pcnanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
j. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkup Dinas 

Penanaman Modal dan "':layanan Terpadu Satu Pintu sehingga 
terwujud koordinasi, mtegrasi, sinkronisasi dan simplifikasi 
pclakaanaan kegiatan; 

k. mengoordinaaikan dan melakaanakan pcnyuaunan, program, 
pcrencanaan, pcngendalian, dan evaluasi Berta pclaporan kinerja. 
dinas; 

I. mengoordinaaikan dan melakaanakan pclayanan admutistrasi 
umum, kepegawaian dan hukum dalam lingkup Dina, Pcnanaman 
Modal dan Pcleyanan Terpadu Satu Pintu; 

m. mengoordinaa1kan dan melaksanakan pelayanan adminiatrasi 
keuangan; 

n. menyclenggarakan dan mengoordmasikan adminiatraai pcngadaan, 
pemeliharaan dan penghapusan be.rang; 

o. mengoordinaaikan dan memfaailitaai kegiatan organiaaai dan 
te.talakaana; 

p. menyusun dsn melaksanakan Standar Pelayanan dalam lingkup 
Dinsa Penanaman Modal dan Pelayanan Tcrpadu Satu Pintu; 

q. mengoordinaaikan pclakaanaan Pcnilaian Mandiri Pclaksanaan 
Refonnaai Birokraai dalam lingkup Dinaa Penana.man Modal dan 
Pclayanan Terpadu Satu Pintu; 

r. rnenyelenggarakan fungsi Pcjaba.t Pcngelola lnformasi Dokumentaal 
dalam lingkup DinA8 Pcnanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu; 

a. menyuaun laporan hasil pclaksanaan tugaa Sekretariat dan 
memberikan saran pcrtimbangan kepada atasan &ebagai bRhan 
pcrumusan kebijakan; 

t. memfaailite.si pclaksanaan Siatem PengendaJian Intern Pcmerintah 
(SPJP) dalam ling.kup Dinas Penanaman Modal dan Pclayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

u. menyusun Standar Opcrasional Prceedur &eSUai ura.ian tugas dan 
melakukan cvaluasi Standar Opcrasional Prosedur dalam tingkup 
Din as; 

v. mcnyclcnggarakan monitoring, evaluaai dan pcngawaaan 
penyclenggare.an kebijakan teknis di Bidang Pcngcmbangan Iklim 
dan Promoai Pcnanaman Modal, Pcngolahan Data dan Siacem 
lnfonnaai, Pcnyelenggaraan Pclayanan Perizi.nan dan Non Pcrizinan 
serta Pcngaduan clan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 
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w. menyelenggarakan koordinaai dan konaultaai dengan lcmbaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyclenggara.an 
urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal; 

L menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara seauai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

y. mcnyuaun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kcbijakan; dan 

z. melaku.nakan tugas kcdinasan lain yang diperintahkan atasan 
scsuai dengan bidang tugasnya. 

.......,, 
Subbagian Program 

Paw• 
(I) Subbagian Program dipimpin olch J<epala Subbagian Program yang 

mempunyai tugas membantu SekreUUis dalam mengumpulkan bahan 
dan mclalrukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, 
serta penyuaunan laporan. 

(2) Uraian tugas Kcpala Subbagian Program scbagaimana dimaksud pad.a 
ayat (I), meliputi: 
a. menyusun rcncana kegiatan Subbagian Program aebag8.I pedoman 

dalam pelakaanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugaa; 
c. memantau, mengawaai dan mengcvaluasi pelak38.naan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksan&an 
tugaa; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat·rapat seauai bidang tugasnya; 
f. membantu 11ekretaria merumuakan dan Rencana Strategis, Rencana 

Kerja Dinaa Penanaman Modal dan Pela,yanan Terpadu Satu Pintu; 
g. menyusun dan membuat dokumen Laporan Kmerja lnatanai 

Pemerintah dinas; 
h. menyusun laporan Standar Pelayanan Minimal lingkup Dines 

Penanaman Modal dan Peleyanan Terpadu Satu Pintu; 
i. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelakaanaan tugas da.la.m 

Jingkup Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan 
pelakaanaan tugaa; 

J. menyusun rancangan, mengoreksi dan memaraf na.skah dinas dalaJn 
lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpa.du Satu Pintu; 

k. mengoordinaa1kan, menyiepkan bahan data dan informasi program 
dan melakukan penyuaunan perencanaan program dan kegratan; 

L menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evalua.si 
kinerja; 

m. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan perjanjian kinerja 
din as; 

n. mengumpulk&n bs.ha.n dan menyusun Rencena Kinerja Tahunan 
dalam lingkup Dinas Penanaman MOOal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu; 

o. menyusun laporan haail pelaksanaan tugas Subbagjan Program dan 
memberikan saran pertimbanga.n kepada atasan sebagB1 be.han t perumusan kebijakan; 
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Subbagian Program 

Paw• 
(I) Subbagian Program dipimpin olch J<epala Subbagian Program yang 

mempunyai tugas membantu SekreUUis dalam mengumpulkan bahan 
dan mclalrukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, 
serta penyuaunan laporan. 

(2) Uraian tugas Kcpala Subbagian Program scbagaimana dimaksud pad.a 
ayat (I), meliputi: 
a. menyusun rcncana kegiatan Subbagian Program aebag8.I pedoman 

dalam pelakaanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugaa; 
c. memantau, mengawaai dan mengcvaluasi pelak38.naan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksan&an 
tugaa; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat·rapat seauai bidang tugasnya; 
f. membantu 11ekretaria merumuakan dan Rencana Strategis, Rencana 

Kerja Dinaa Penanaman Modal dan Pela,yanan Terpadu Satu Pintu; 
g. menyusun dan membuat dokumen Laporan Kmerja lnatanai 

Pemerintah dinas; 
h. menyusun laporan Standar Pelayanan Minimal lingkup Dines 

Penanaman Modal dan Peleyanan Terpadu Satu Pintu; 
i. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelakaanaan tugas da.la.m 

Jingkup Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan 
pelakaanaan tugaa; 

J. menyusun rancangan, mengoreksi dan memaraf na.skah dinas dalaJn 
lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpa.du Satu Pintu; 

k. mengoordinaa1kan, menyiepkan bahan data dan informasi program 
dan melakukan penyuaunan perencanaan program dan kegratan; 

L menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evalua.si 
kinerja; 

m. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan perjanjian kinerja 
din as; 

n. mengumpulk&n bs.ha.n dan menyusun Rencena Kinerja Tahunan 
dalam lingkup Dinas Penanaman MOOal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu; 

o. menyusun laporan haail pelaksanaan tugas Subbagjan Program dan 
memberikan saran pertimbanga.n kepada atasan sebagB1 be.han t perumusan kebijakan; 
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p. melab.anakan penyiapa.n bahan dan penyuaunan Rencana Kcrja 
Anggaran dalam lingkup Dinaa Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpe.du Satu Pintu; 

q. menyusun Standar Operaaional Prosedur eeeuar Rincian Togas dan 
melakukan evaluasi Standar C)perasional Proecdur, 

r. melak!lllnakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknia di Bidang Subbagian Program; 

a. melakaanakan koon:linaai dan konaultaai dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal; 

t. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negiu-a 11eauai ket.entuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

u. menyuaun laporan haail pelakaanaan tugaa Kepa.la Dinaa dan 
memberikan 8lU1Ul pertimbangan kepada Atasan scbagai balurn 
perumusan kebijakan; dan 

v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
seauai dengan bidang tugaanya. 

Pa,-agraf2 
Subbagian Umum, Kepcgawaian Dan Hukum 

Pual 7 
(IJ Subbagian Umum, Kepcgawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala 

Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum yang mempunyai tugae 
membantu Sekretaria dalam mengumpulkan bahan dan melakukan 
uruaan ketatausahaan, adnuniatrasi pcng,deen, pcmeliharaan dan 
penghapuM1n be.rang, urusan rumah tangge. terta mengelola 
administrasi kepcgawaia.n dan hukum. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawa.ian, dan Hukum 
sebagaimana dunaksud pada ayat ( I), meliputi: 
a. menyuaun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepcgawaian dan 

Hukum scbagai pcdoman dalam pelakaanaan tugas; 
b. mendiatribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugae; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaJuasi pclaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengctahui perkembangan pclaksanaan 
tugaa; 

d. menyuaun rancangan, mengorekai, memara.f dan/atau 
menandatangani naskah dinaa; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. melakaanakan dan mengevaJuasi pclakaanaan Swvey Kepuasan 

Maayarakat lingkup Dinaa Penana.ma.n Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

g. membantu sekretaria menyusun dan membuat Laporan Analiaie 
Jabatan, Analisis Beban Kerja dan EvaJuas.i Jabatan; 

h. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tuge.s 
sehingge. berjalan lancer; 

i. memantau, mengawaa.i dan mengevaluaai pelaksanaan tugaa daJam 
lingkup aubbagian umum, kepegawaian, dan hukum untuk 
mengetahui perkcmbangan pelakeanaan tuga.s; 

J· menyuaun rancangan, mengorekai dan memaraf naskah dinas de Jam 
lingkup Dinaa Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

k. melakukan pengklaaifikasian aurat menurutjenianya; 
I. melakukan adminiatmsi dan pendiatribuaian naskah dinaa maaukt 

dan keluar; 
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p. melab.anakan penyiapa.n bahan dan penyuaunan Rencana Kcrja 
Anggaran dalam lingkup Dinaa Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpe.du Satu Pintu; 

q. menyusun Standar Operaaional Prosedur eeeuar Rincian Togas dan 
melakukan evaluasi Standar C)perasional Proecdur, 

r. melak!lllnakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknia di Bidang Subbagian Program; 

a. melakaanakan koon:linaai dan konaultaai dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal; 

t. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negiu-a 11eauai ket.entuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

u. menyuaun laporan haail pelakaanaan tugaa Kepa.la Dinaa dan 
memberikan 8lU1Ul pertimbangan kepada Atasan scbagai balurn 
perumusan kebijakan; dan 

v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
seauai dengan bidang tugaanya. 

Pa,-agraf2 
Subbagian Umum, Kepcgawaian Dan Hukum 

Pual 7 
(IJ Subbagian Umum, Kepcgawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala 
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administrasi kepcgawaia.n dan hukum. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawa.ian, dan Hukum 
sebagaimana dunaksud pada ayat ( I), meliputi: 
a. menyuaun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepcgawaian dan 

Hukum scbagai pcdoman dalam pelakaanaan tugas; 
b. mendiatribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugae; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaJuasi pclaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengctahui perkembangan pclaksanaan 
tugaa; 

d. menyuaun rancangan, mengorekai, memara.f dan/atau 
menandatangani naskah dinaa; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. melakaanakan dan mengevaJuasi pclakaanaan Swvey Kepuasan 

Maayarakat lingkup Dinaa Penana.ma.n Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

g. membantu sekretaria menyusun dan membuat Laporan Analiaie 
Jabatan, Analisis Beban Kerja dan EvaJuas.i Jabatan; 

h. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tuge.s 
sehingge. berjalan lancer; 

i. memantau, mengawaa.i dan mengevaluaai pelaksanaan tugaa daJam 
lingkup aubbagian umum, kepegawaian, dan hukum untuk 
mengetahui perkcmbangan pelakeanaan tuga.s; 

J· menyuaun rancangan, mengorekai dan memaraf naskah dinas de Jam 
lingkup Dinaa Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

k. melakukan pengklaaifikasian aurat menurutjenianya; 
I. melakukan adminiatmsi dan pendiatribuaian naskah dinaa maaukt 

dan keluar; 
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p. melab.anakan penyiapa.n bahan dan penyuaunan Rencana Kcrja 
Anggaran dalam lingkup Dinaa Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpe.du Satu Pintu; 

q. menyusun Standar Operaaional Prosedur eeeuar Rincian Togas dan 
melakukan evaluasi Standar C)perasional Proecdur, 

r. melak!lllnakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknia di Bidang Subbagian Program; 

a. melakaanakan koon:linaai dan konaultaai dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal; 

t. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negiu-a 11eauai ket.entuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

u. menyuaun laporan haail pelakaanaan tugaa Kepa.la Dinaa dan 
memberikan 8lU1Ul pertimbangan kepada Atasan scbagai balurn 
perumusan kebijakan; dan 

v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
seauai dengan bidang tugaanya. 

Pa,-agraf2 
Subbagian Umum, Kepcgawaian Dan Hukum 

Pual 7 
(IJ Subbagian Umum, Kepcgawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala 

Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum yang mempunyai tugae 
membantu Sekretaria dalam mengumpulkan bahan dan melakukan 
uruaan ketatausahaan, adnuniatrasi pcng,deen, pcmeliharaan dan 
penghapuM1n be.rang, urusan rumah tangge. terta mengelola 
administrasi kepcgawaia.n dan hukum. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawa.ian, dan Hukum 
sebagaimana dunaksud pada ayat ( I), meliputi: 
a. menyuaun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepcgawaian dan 

Hukum scbagai pcdoman dalam pelakaanaan tugas; 
b. mendiatribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugae; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaJuasi pclaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengctahui perkembangan pclaksanaan 
tugaa; 

d. menyuaun rancangan, mengorekai, memara.f dan/atau 
menandatangani naskah dinaa; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. melakaanakan dan mengevaJuasi pclakaanaan Swvey Kepuasan 

Maayarakat lingkup Dinaa Penana.ma.n Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

g. membantu sekretaria menyusun dan membuat Laporan Analiaie 
Jabatan, Analisis Beban Kerja dan EvaJuas.i Jabatan; 

h. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tuge.s 
sehingge. berjalan lancer; 

i. memantau, mengawaa.i dan mengevaluaai pelaksanaan tugaa daJam 
lingkup aubbagian umum, kepegawaian, dan hukum untuk 
mengetahui perkcmbangan pelakeanaan tuga.s; 

J· menyuaun rancangan, mengorekai dan memaraf naskah dinas de Jam 
lingkup Dinaa Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

k. melakukan pengklaaifikasian aurat menurutjenianya; 
I. melakukan adminiatmsi dan pendiatribuaian naskah dinaa maaukt 

dan keluar; 
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m. melakukan pengeloi-n anip nukah dinaa dalam lingkup Dinu 
Penanaman Modal dan Pele,yanan Terpadu Satu Pintu; 

n. menyiapkan bahan dan menyuaun administrasi pengadaan, 
pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan 
barang; 

o. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisa.si barang &erta 
menyuaun Japoran barang inventaria; 

p. melakukan, menyiapkan dan mengoordinasikan pengelolaan uruean 
rumah tangga dinas; 

q, menyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan dan melakukan 
cvaluasi dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

r. mengoordinaeikan dan mclakukan pengumpulan, pengolahan, 
penyajian data dan informaai scrta fasilitasi pelayanan informasi dan 
pengaduan dalam lingkup Dinas Pena.naman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

a. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitaai 
pe!aksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah daJam lingkup 
Oinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tcrpadu Satu Pintu; 

t. mempersi.apkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, 
upacara bendera, kehumasan dan keprotokolernn dalam lingkup 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu; 

u. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadira.n 
pegawai; 

v. mengoordmasikan dan menfaailitasi administrasi surat tugas dan 
perjalanan dinaa pegawai; 

w. menyiapkan bahan, mengoordinaaikan dan memfasilitasi kegiatan 
organisasi dan tatalakaana; 

x. melakaanakan pengumpulan bahan Penllaian Mandiri Pelaksanaan 
Refonnas.i Birokrasi dalam lingkup Dinu Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpa.du Saru Pintu; 

y. menyiapkan bahan dan mengelola administraa.i kepegawaian dalam 
lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpad.u Satu Pintu; 

z. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya 
manusia aparatur dalam lingkup dinas, 

aa. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan 
kompetenai, diaiplin dan kesejahteraan apa.ratur sipil negare. dalam 
lingkup Dinaa Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: 

bb. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrui penyusunan 
produk hukum di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

cc. mengumpulkan bahan, mengoordinal!ikan dan menindaklanjuti 
laporan hasil pemeriksaan dalam lingkup Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

dd. menyusun lapora.n basil pelaksanaan tugaa aubbagian umum, 
kepegawaian, dan hukum, serta memberikan 5aTa.Jl pertimbangan 
kepada atalllln i,ebagai bahan perumuu.n kebijakan; 

ee. menyuaun dan melaksanakan Stand&r Operasional Prosedur sesuai 
uraian tugas dan melakukan evaluui Standar Operasional Proscdur 
dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu, 

ff. melaksanakan monitoring. evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Subbagian Umum, k Kepegawaian dan Hukum; 

\ 
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m. melakukan pengeloi-n anip nukah dinaa dalam lingkup Dinu 
Penanaman Modal dan Pele,yanan Terpadu Satu Pintu; 

n. menyiapkan bahan dan menyuaun administrasi pengadaan, 
pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan 
barang; 

o. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisa.si barang &erta 
menyuaun Japoran barang inventaria; 

p. melakukan, menyiapkan dan mengoordinasikan pengelolaan uruean 
rumah tangga dinas; 

q, menyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan dan melakukan 
cvaluasi dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

r. mengoordinaeikan dan mclakukan pengumpulan, pengolahan, 
penyajian data dan informaai scrta fasilitasi pelayanan informasi dan 
pengaduan dalam lingkup Dinas Pena.naman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

a. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitaai 
pe!aksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah daJam lingkup 
Oinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tcrpadu Satu Pintu; 

t. mempersi.apkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, 
upacara bendera, kehumasan dan keprotokolernn dalam lingkup 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu; 

u. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadira.n 
pegawai; 

v. mengoordmasikan dan menfaailitasi administrasi surat tugas dan 
perjalanan dinaa pegawai; 

w. menyiapkan bahan, mengoordinaaikan dan memfasilitasi kegiatan 
organisasi dan tatalakaana; 

x. melakaanakan pengumpulan bahan Penllaian Mandiri Pelaksanaan 
Refonnas.i Birokrasi dalam lingkup Dinu Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpa.du Saru Pintu; 

y. menyiapkan bahan dan mengelola administraa.i kepegawaian dalam 
lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpad.u Satu Pintu; 

z. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya 
manusia aparatur dalam lingkup dinas, 

aa. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan 
kompetenai, diaiplin dan kesejahteraan apa.ratur sipil negare. dalam 
lingkup Dinaa Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: 

bb. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrui penyusunan 
produk hukum di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

cc. mengumpulkan bahan, mengoordinal!ikan dan menindaklanjuti 
laporan hasil pemeriksaan dalam lingkup Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

dd. menyusun lapora.n basil pelaksanaan tugaa aubbagian umum, 
kepegawaian, dan hukum, serta memberikan 5aTa.Jl pertimbangan 
kepada atalllln i,ebagai bahan perumuu.n kebijakan; 

ee. menyuaun dan melaksanakan Stand&r Operasional Prosedur sesuai 
uraian tugas dan melakukan evaluui Standar Operasional Proscdur 
dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu, 

ff. melaksanakan monitoring. evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Subbagian Umum, k Kepegawaian dan Hukum; 

\ 
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m. melakukan pengeloi-n anip nukah dinaa dalam lingkup Dinu 
Penanaman Modal dan Pele,yanan Terpadu Satu Pintu; 

n. menyiapkan bahan dan menyuaun administrasi pengadaan, 
pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan 
barang; 

o. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisa.si barang &erta 
menyuaun Japoran barang inventaria; 

p. melakukan, menyiapkan dan mengoordinasikan pengelolaan uruean 
rumah tangga dinas; 

q, menyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan dan melakukan 
cvaluasi dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

r. mengoordinaeikan dan mclakukan pengumpulan, pengolahan, 
penyajian data dan informaai scrta fasilitasi pelayanan informasi dan 
pengaduan dalam lingkup Dinas Pena.naman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

a. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitaai 
pe!aksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah daJam lingkup 
Oinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tcrpadu Satu Pintu; 

t. mempersi.apkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, 
upacara bendera, kehumasan dan keprotokolernn dalam lingkup 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu; 

u. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadira.n 
pegawai; 

v. mengoordmasikan dan menfaailitasi administrasi surat tugas dan 
perjalanan dinaa pegawai; 

w. menyiapkan bahan, mengoordinaaikan dan memfasilitasi kegiatan 
organisasi dan tatalakaana; 

x. melakaanakan pengumpulan bahan Penllaian Mandiri Pelaksanaan 
Refonnas.i Birokrasi dalam lingkup Dinu Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpa.du Saru Pintu; 

y. menyiapkan bahan dan mengelola administraa.i kepegawaian dalam 
lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpad.u Satu Pintu; 

z. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya 
manusia aparatur dalam lingkup dinas, 

aa. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan 
kompetenai, diaiplin dan kesejahteraan apa.ratur sipil negare. dalam 
lingkup Dinaa Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: 

bb. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrui penyusunan 
produk hukum di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

cc. mengumpulkan bahan, mengoordinal!ikan dan menindaklanjuti 
laporan hasil pemeriksaan dalam lingkup Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

dd. menyusun lapora.n basil pelaksanaan tugaa aubbagian umum, 
kepegawaian, dan hukum, serta memberikan 5aTa.Jl pertimbangan 
kepada atalllln i,ebagai bahan perumuu.n kebijakan; 

ee. menyuaun dan melaksanakan Stand&r Operasional Prosedur sesuai 
uraian tugas dan melakukan evaluui Standar Operasional Proscdur 
dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu, 

ff. melaksanakan monitoring. evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Subbagian Umum, k Kepegawaian dan Hukum; 

\ 
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gg. melaksanakan koordinaai dan koruultaai dengan lcmhllga 
pcmerintah dan non pcmerintah dala.m rangka penyclenggaraan 
urusan Pcmenntahan bidang Penanarnan Modal; 

hh.menilai kinerja Pcgawai Aparatur Sipil Negara seauai kctentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

ii. menyuaun laporan haail pclaksanaan tugas Kepala Dina.a dan 
memberikan saran pertimbe.ngan kepada Atasan aebagai bahan 
pcrumusan kebijakan; dan 

jj. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Paragn.13 
Subbagian Keuangan 

Pa,aJ 8 
(I) Subbagian Xeuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan yang 

rnempunyai tugaa membantu Sckretaria dalam mengumpulkan bahan 
dan mclakukan pcngelolaan administraai dan pelaporan keuangan 

(2) Unlia.n tugas Kepala Subba.gian Keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (II, meliputi: 
a. menyuaun rcncana kegiatan Subba.gian Keuangan eebagru pedoman 

dalaln pclakaanaan tugaa; 
b. mendiatribusikan dan memberi pctunjuk pclaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pclaksanaan tugaa dalam 
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tu gas; 

d. menyuaun rancangan, mcngoreksi, mem.araf dan/atau 
menandatangani nukah dmaa; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugaenya: 
r. membantu aekretaria menyiapkan bahan, menyusun dan 

merumuskan Dokumen Pelakaanaan Anggaran lingkup Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
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p. melak.anakan monitoring, evaluui dan pengawuan 
pcnyelenggaraan keb1jalcan teknis di bida.ng Subbagia.n Keuangan; 

q. melakaanakan koordinasi dan konsu\tasi dengan lembga pemerintah 
dan non pemerintah dalam rangka pcnyelenggaraan uruaan 
Pemerintahan bidang Penanaman Modal; 

r. menyusun laporan basil monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknia di bidang Subbagi.an Keuangan; 

s. menilai kinerja Pegawai Aparatur S1pil Negara aesuai kctentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

L menyusun laporan hasil pclaksanaan tugas Kepala Dmas dan 
memberikan saran pcrtlmbangan kepada Atasan aebaga.i bahan 
perumuaan kebijakan; dan 

u. melakaanakan tugaa ked1nasan lain yang diperintahkan ataaan 
aesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagjan Ketiga 
Bidang Pengembangan lklim dan 

Promosi Penanaman modal 

bidang 

Bupati, ' 

dan/atau d. menyusun rancangan, mengoreksi, 
menandatangani naskah dinas; 
mengikuti rapat-rapat eesuai b1dang tugunya; 
mengoordinaaikan penyusunan kebijakan daerah di 
penanaman modal meliputi peraturan daerah, peraturan 
dan keputusan Bupati; 

,. 
r. 

Pual9 
(1) Bidang Pengembangan lklim dan Promosi Pcnanaman Modal dipimpin 

o\eh Kepa.la Bidang Pengembe.ngan lklim dan Promosi Penanarnan 
Modal yang mempunyai tugs.a membantu Kepala Dinaa dalam 
merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah bidang pcrencanaan, 
pengembangan iklim dan promosi penanaman modal daerah. 

(2) Untuk melakaanakan tugae eebagaimana dimak1ud pada ayat (1), 
Kepe.la Bidang Pengembangan lklim dan Promosi Penanaman Modal 
menyelenggarakan funpi; 
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program 

dan kegiatan Bidang Pengembangan Jklim dan Promosi Penanaman 
ModaJ; 

b. pembinaan, pengoordinaaian, pengcndalian clan pengawasan 
program dan kegiatan Btdang Pengembangan lklim dan Promosi 
Penanaman Modal; 

c. penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas 
program dan kegiatan Bidang Pengembangan lklifn dan Promosi 
Penanaman Modal; clan 

d. penyelenggaraan funpi Jain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan funpinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengembangan lklifn dan Promosi 
Penanaman Modal seba.gaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. menyu1un rencana kegiatan Bidang Pengembangan lklim dan 

Promoei Penanaman Modal sebaga.i pcdoman dalam pelaksa.naan 
tugas; 

b. mendistnbuslkan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevalualli pelak:sanu.n tugas dalam 

linglrungan Dina, untuk mengetahui perkembangan pelakaanaan 
tu gas; 
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rencana 
wilayah 

i. 

I. 

j. 

I. 

g. mengoordinaaikan penyu•unan rcncana umum, rcncana strategis, 
dan rcncana pengcmbangan penanaman modal daerah; 

h. memverif"lkasi dan mempromosikan Rencana Umum Penanaman 
Modal; 
memverifikasi dan mempromo&.kan Rencana Strategis bidang 
penanaman modal; 
memverifikaai, mengkaji dan mempromoaikan rcncana 
pengcmbangan penanaman modal berdasarkan acktor uaaha di 
daerah; 

k. mengoordinasikan penyusunan dercgulasi kebijakan penanaman 
modal di daerah meliputi rckomendasi harmonise.si dan 
smkroniaasi kebijakan, rekomendasi kemudahan kebijakan, dan 
rckomendaai penyederhanaan peraturan perizinan bid&ng 
penanaman modal di daerah; 
memverirtkasi, mengkaji, dan mempromosikan 
pengembe.ngan penanaman modal berdasarkan 
pengemb&ngan penanarnan modal di daerah; 

m. mengoordina.sikan pelak&anaan workshop, Focus Croup 
Discussion, pemutakhiran data pada Sistem lnformasi Poten:,i dan 
Inveatasi Oaerah, clan pemetaan potensi dan pc]uang penana.man 
modal di Oacrah; 

n. mengoordinaaikan pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan pelaku 
usa.ha mikro, kecil, menengah, besar, dan kopera&l meliputi 
workshop pening.katan daya saing usaha daerah, forum komunikasi 
usaha daerah, fasilitasi kemitraan usa.ha daerah, dan pendataan 
perusahaan Penanaman Modal Asing atau Penanaman ModaJ 
Dalam Negeri yang diwajibkan bennitra dengan pelaku usaha 
mikro, kecil, menengah, dan koperasi; 

o. memverifikasi dan mempromosikan deregulasi kebijakan 
penanaman modal di Daerah meliputi rekornendasi harmonisasi 
dan ainkronisasi kebijakan, rekomendasi kemudahan kebiJakan, 
dan rekomendui penyederhanaan peraturan perizinan bidang 
penanaman modaJ di Daerah berdasa.rkan aektor usaha penanaman 
modaJ; 

p. memverifikasi hasil pelaksanaan pemetaan potensi dan peluang 
penanaman modal di Daerah; 

q. memverifikasi hallil pendataan perusahaan Penanaman Modal 
Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri yang diwajibkan 
bermitra dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan 
koperasi; 
menfasilitasi kemitraan pelaku uaaha d.aerah dengan perusahaan 
Penane.man Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri; 
melak.sanakan pemantauan dan evaluasi deregulaai kebijakan, 
pemetaan potenei dan peluang penanaman modal, dan pembinaan 
pelaku usa.ha mikro, kecil, menengah, beeer, dan koperasi; 
mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan strategi promosi, dan 
pelaksa.naan pameran penanama.n modaJ; 

u. memverifikasi dan mempromosikan kebijakan promosi penanaman 
modal di daerah; 

v. memverifikasi dan mempromosikan pemetaan kebijaka.n dan 
potensi penanam modal nega.ra. target dan/atau potensi penanam 
modal da1arn negeri; 

w. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kebijakan d1 bidang 
perencanaan, pengemba.ngan ildim dan promosi penanaman modal' 
daerah; 

,. 
•• 
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x. mengoon:iinallilcan pelakaanaan pemua.ran penanaman modal 
berdasarkan aektor usaha, pemasa.ran penanaman modal yang 
terinteg:rasi, pendampingan penerimaan misi atau minat 
penanaman moda1, pameran penanaman modal, pembuatan bahan, 
saran&., prasarana, dan publikasi prom03i penanaman modal; 

y. Menyuaun Laporan Hasi.1 pemantauan dan evaluasi kebijakan d1 
bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman 
modal daerah; 

z. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur eeeuei 
uraian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional 
Pro&edur; 

aa. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawaaan 
penyelenggaraan kebijakan tekni, di bidang Bidang Pengembangan 
lklim dan Promo&i Penanaman Modal; 

bb. menyelenggarakan koon:linaai dan konsultasi dengan lembga 
pemerintah dan non pemerintah da.larn rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerinta.han bidang Penanaman Modal; 

cc. menyusun \aporan haail monitoring, evaluaai dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknia di bidang Bidang Pengembangan 
lklim dan Promosi Penanaman Modal; 

dd. menilai kinerja Pl!:gawai Aparatur Sipil Negara eeeuai ketentuan 
Peraturan Per Undans-undangan; 

ee. menyuaun laporan haail pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; clan 

ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagi.an Keempat 
Bidang Pengolahan Data dan Sistml lnfonnasi 

Pasal 10 
(I) Bidang Pengolahan Data dan Sistem lnformasi dipimpin oleh KepaJa. 

Bidang Pengolahan Data dan sretem lnfonnasi mempunyai tug.as 
membantu Kepela Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan 
kebijakan di bidang data dan siatem infonnasi penanaman modal serta 
pelaporan dan kearaipan perizinan dan non perizinan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaim.ana dimaksud pada ayat (1), Kcpa1a 
Bidang Pengolahan Data dan Sistem lnfonnasi menyelenggarakan 
run gm: 
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelengganum tugas program 

clan kegiatan Bidang Pengolahan Data dan Siatem lnformasi; 
b. pembinaa.n, pengoordinaaian, pengendalian dan pengawasan program 

dan kegiatan Bidang Pengolahan Data dan Sistem lnlonnaai; 
c. penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program 

dan kegiatan Bidang Pengolahan Data dan Siatem Informaai; dan 
d. penyelengg.araan rungai lain yang diberikan oleh pimpinan scauai 

dengan tug.as dan fungainya. 
(3) Uraian tuga.a Kepala Bidang Pengolahan Data dan Siatem lnfonnasi 

sebaga.imana dimaksud pada ayat ( I), meliputi: 
a. menyuaun rencana kegiatan Bidang Pengolahan Data dan Siatcm 

Informaai aebaga.i pedoman dalam pe\aksanaan tugaa; 
b. mendiaaibuaikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tuga.a; 

\ 
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c. memantau, mengawaa:i dan mengevaluaai pelaksa.naan tugaa dalam 
lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelakN.naan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naska.h dinas; 

e. mengikuti rapat-rapa.t aesua.i bidang tugaanya; 
r. mengoordinaaikan penyuaunan kebijakan daerah di bidang data dan 

sistem infonnasi penanaman modal; 
g. mengoordinaslkan penyusunan laporan perizinan dan non perizinan; 
h. mengoordinasika.n pengelolaan kearsipan perizinan dan non 

perizinan; 
i. memveriflkasi dan mempromoaik.an penyuaunan Rencana lnduk 

Teknologi Jn(ormasi dan Komunikaai Oinaa Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

j. memeriksa. clan meneliti pe\aksanaan pembangunan sistem informasi 
meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur 
jaringan; 

k. memeriksa dan meneliti pelaksanaan 
informaai meliputi perangkat keraa, 
infrastruktur jaringan; 

I. mengoordinasikan pembinaan sumber daya manusia atau pengguna 
mela.lui B1mbingan Tekni• dan Bantuan Tekn1a dalam pemba.ngunan 
dan pengembangan aistem informasi; 

m. mengoordinaaikan pelaksanaan validasi, verifikasi, analisis, dan 
evaluasi data perizinan, non perizinan, dan kegiatan penanarnan 
modal; 

n. rnengoordinas1kan penyusunan Japoran penerbitan perizinan, non 
perizlnan, dan kegiatan penanaman modal; 

o. memeriku. dan meneliti daftar hasil validaai dan verifikaai data 
perizinan, non perizinan, dan kegiatan penanaman modal; 

p. memeriksa dan meneliti daftar haail analisis dan 
perkembangan data perizinan, non pera:inan, dan 
penanaman modal; 

q. memeriksa dan meneliti laporan perizinan, non perizlnan, dan 
kegiatan penanaman modal; 

r. memerikaa dan meneliti laporan perkembangan perizinan, non 
perizinan, dan kegiatan penanaman modal; 

a. mengoordinasikan pengelolaan kearsipan perizinan dan non 
perizinan; 

t. memeriksa dan meneliti penyusunan tata cara dan klasjfikasi arsip 
perizinan dan non perizinan; 

u. menyelenggarakan pembinaan pengelolean keanipan perizinan dan 
non perizlnan; 

v. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaku.naan bidang 
data dan aiatcm infonnasi penanaman modal llCTfa pelaporan dan 
kearsipan perizinan dan non perizinan; 

w. menyelenggarakan monitoring, evalua,i dan pengawasan 
penyelenggaraan kcbijakan teknis di Bidang Pengolahan Data dan 
Sistem lnfonnaai; 

x. menyelenggarakan koordinaai dan konsultasi dengan lembga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraa.n 
urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal; 

y. menyusun laporan basil monitoring, evalualli dan pengaweu.n 
penyelenggaraan kebije..kan teknie di Bidang Pengolahan Data dan t Sistem lnfonnasi; 

evaluasi 
kegiatan 

pengembangan si•tem 
perangkat lunak, dan 
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penyelenggaraan kebije..kan teknie di Bidang Pengolahan Data dan t Sistem lnfonnasi; 

evaluasi 
kegiatan 

pengembangan si•tem 
perangkat lunak, dan 
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e. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai kentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

aa. mcnyusun laporan hasil pelakaanaan tu gas Kcpe.la Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagal bahan 
perumusan kebijakan; dan 

bb.melaksanakan tugas kedinuan lain yang diperintahkan ata.san 
sesuai dcnga.n bidang tugasnya. 

Bagian Kelima 
Bidang Penyclcnggaraan Pelayanan Perizinan 

dan Non Perizinan 

Pual 11 
(1) Bidang Penyclenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Peri2.inan 

drpimpin olch Kepala Bidang Penyelcnggaraan Pelayanan Perizinan dan 
Non Perizinan mcmpunyai tugaa membantu Kepala Dinas dalam 
melakllllllakan kcbijakan dacrah di bidang pelayanan penanaman modal 
serta penyclenggaraan PTSP. 

(2) Untuk mclakaanakan tug.as sebagaimana dirnaksud pada ayat (lj, Kepala 
Bidang Penyelcnggaraan Pclayanan Periz:man dan Non Perizinan 
menyclengarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan tcknis dan penyelcnggaraan tugas program 

dan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 
Peruinan; 

b. pembinaan, pcngoordinasian, pengendalian dan pengawasan 
program dan kcgiatan Bidang Penyclengga.raan Pelayanan Perizinan 
dan Non Perizinan; 

c. penyelenggaraa.n, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program 
dan kegiatan Bidang Penyclenggaraan Pelayanan Peridnan dan Non 
Perizinan; dan 

d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan ee1Juai 
dengan tugu dan fungsinya. 

(3) Uraian tugu Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan 
Non Perizinan sebagaima.na dimak1Jud pada ayat ( 1), meliputi; 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penyclenggara.an. Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan sebagal pcdoman dalam pelaku.naan 
tu gas; 

b. mendiatribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaku.naan tugas dalam 

lingkungan D1nas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengorekai, memaraf dan/atau 
menandatangani naakah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. memeriksa, meneliti, dan mengotorisasi penerbitan dokumen 

perizinan dan non perizinan I meliputi: pendidikan, kesehatAn, 
pariwiaata, sosia.l, dan kebudayaan; 

g. memerikae., meneliti, dan mengotorisasi penerbitan dokumen 
perizinan dan non perizinan IT meliputi: ketenteraman dan ketertiban 
umum, pena.naman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, 
perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, tenaga 
kerja, dan kearsipan; 

h. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan pelayanan perizinan dan\ 
non perizinan di Kec.amatan; 
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i. mcrnenkaa, meneliti, dan mengotori .. td penerbitan dokumen 
perizinan dan non perizinan Ill meliputi: pekerjaan umum dan 
penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pennukiman, 
pertanahan, peThubungan, lingkungan hidup, pertanian, kclautan 
dan perikanan; 

j. mela.kaanakan pembinaan petugaa unit PTSP dan tim tcknia PTSP 
mcliputi bimbingan teknie, .service uellence dan pembinaan Iainnya; 

k. mcngoordinasikan pelaksanaan pelayanan konsultaai dan informaai 
penanaman modal atau investor relation unit; 

I. mengoordina8lkan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat 
terhadap pele.yanan pelUinan dan non perizinan di unit PTSP; 

m. mengoordinasikan pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 
900 I mehputi sertifikat ISO 9001 dan surveilance ISO 9001; 

n. menyclcnggarakan pemantauan dan eva.luasi penye!enggaraan 
pe\ayanan perizinan dan non perizinan; 

o. menyusun dan melaksanakan Standar Operasiona1 Prosedur seaulli 
uraian tugas dan melakukan eveluaer Standar Operaaiona\ Proaedur; 

p. menyclcnggarakan monitoring, evaluaai dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Penyclcnggaraan 
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; 

q. menyuaun laporan basil monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyclenggaraan kebijakan tckn1a di Bidang Penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan dan Non Pel'Wllan; 

r. menyelenggarakan koordinasi dan konaultaai dengan lernbga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
uruse.n Pemerintahan biclang Penanama.n Modal; 

a. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara eeauai ketentuan 
Peraturan Per Undang·undangan; 

t. menyuaun laporan haail pelaksanaan tugaa Kepala Dina, dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan aebagai bahan 
perurauean kebiJakan; dan 

u. melakaanakan tugaa kedinasan lain yang diperintahkan atuan 
aesuai dengan bidang tugaanya. 

Bagian Keenam 
Bidang Pengaduan dan Pengenda.lian 

Pelaksanaan Penanaman Modal 

Pasal '' (I) Bidang Pengaduan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 
dipimpin oleh Kepala Bidang Pengaduan dan Pengend1dian Pelaksanaan 
Penanaman Modal mempunyai tugaa membantu Kepala Dinaa da.lam 
merumuakan dan melaksanakan kebijakan di bkiang pengendalian 
pelakaanaan penanaman modal, merumuakan kebiJakan perizinan dan 
non periz:inan, mengelola pengaduan clan pemberian advokasi layanan. 

(2) Untuk mela.kaanakan tugaa aebagaimana dimauud pad.a ayat {I), Kepala 
Bidang Pengaduan dan Pengendalian Pelakaanaan Penanaman Modal 
menye]enggarakan rungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis dan penye!enggaraan tugae program 

dan kegjatan Bidang Pengaduan dan Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal; 

b. pembinaan, pengoordina1ian, pengendalian dan pengawaaan program 
dan kegjatan Bidang Pengaduan dan Pengcndalia.n Pelakeanaan J Penanaman Modal; 

\ 
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\ 



18 

c. penyclenggaraan, monitoring, evalualll dan pelaporan tugaa program 
dan kegiatan Bidang Pengaduan dan Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal; dan 

d. penyetenggaraan fungsi Jain yang diberikan olch pimpinan seauai 
dcngan tugas dan fungsinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pmgaduan dan Pengendalian Pelakaanaan 
Penanama.n Modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( I), meliputi: 
a. menyusun rcncana kegiatan Bidang Pengaduan dan ?engcndalian 

Pelaksanaan Penanaman Modal sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugaa; 

b. mendiatribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawaai dan mengevaluaai pelaksanaan tugaa dalam 

lingkungan Dina, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, mcmaraf dan/atau 
mcnandatangani na.skah dinaa; 

e. mcngikuti rapat-rapa.t aeauai bidang tugaanya; 
r. mengoordinasikan penyuaunan kebijakan penzinan dan non 

penzinan yang menjadi kewenangan Dacrah meliputi Pemturan 
Daerah dan Peraturan Bupati; 

g. mcmvcriflkaai dan rnempromosikan kebijakan perizinan dan non 
perizinan yang menjadi kev.•enangan Daerah; 

h. memcrikaa dan mencliti tindaklanjut pengaduan perizinan dan non 
perizinan di unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

i. mengoordinasilcan pemberian advokasi layanan perizi.nan clan non 
perizinan dalam menyelesaikan permasa]ahan periz;inan dan non 
peru:inan di unit Pela.yanan Terpadu Satu Pintu; 

j. memeriksa dan meneliti kon1ep kebijakan pedoman dan tata cam 
pengendalian pelaksanaan penanaman modal meliputi pembinaan, 
pemantauan, dan pengawasan pelakaanaan penanaman modal; 

k. mengoordinaaikan pelaksa.naan pemantauan realisaai penanaman 
modal berdasarkan eektor uaaha dan wilo.yah pengembangan 
penanaman modal aecaro. berkala (lriwulanan dan semesteran); 

I. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan dan 
kewajiban peruaahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegio.to.n 
usaha dan peraturan perundang-undangan; 

m. mengoordinasikan pelakaanaan pengumuman kewajiban peruaahaan 
penanaman modal dan pemberian pengharga.an kepada perusahaan 
Pene.naman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, 

n. mengoordinaslkan pelaksanaan workshop Laporan Kegiatan 
Penanaman Modal kepada perusahaan penanaman model; 

o. mengoordinaaikan pelakaanaan fa1ihta1i penyelesaian pennasala.han 
penanam modal; 

p. menyuaun dan melak.anakan Standar Operasional Proeedur aesua1 
uraian tugas dan melakukan evaluasi Sta.ndar Operaaional Prosedur; 

q. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggarun kebijakan telmis di Bklang Pengaduan dan 
Pengendalian Pelakaanaan Penanarnan Modal; 

r. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembga 
pemerintah clan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Penane.mo.n Mod.a.I; 

,. menyusun laporan basil monitoring, evaluaai dan pengawaaan 
penyelenggaraan kebijakan telmis di Bidang Pengaduan dan 
Pengenda.lian Pelakso.naan Penanaman Modal; 

t. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai kelentuan \ Peraturan Per Undang-undangan; 
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u. menyusun laporan basil pdaksanaan tugaa Kepala Dinaa dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atuan aebe.gai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

v, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugaanya. 

BAB V 
KELOMPOK JABATAN F'UNOSIONAL DAN PELAKSANA 

Pasa.l 13 
(1) Dinas Pcnanaman Modal, Pela,yanan Terpadu Satu Pintu dapat 

membentuk eejumlah kelompok jabatan fungaional dan pelaksana 
aeau8.l dengan kebutuhan dan berdasarlcan ketentuan peraturan 
perundang·undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungaional dan pelaksana 11ebagaim.ana drmalalud 
pada a,yat (lJ melakaanakan tugas aeauai dengan bidang jabs.Wt 
fungsional dan pelakaana maaing-masing berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dengan bcrpccloman pada pengaturan 
siatem kerja. 

BABVI 
TATA KERJA 

Bagian Kesatu 
Pelaksanaan Togas dan Fungsi 

Pasal 1'4 
11) Kepala Oinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berduarkan 

kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati eeeuai dengan ketentuan 
peraturan penmdang-undangan; 

(2) Kepala Dinas, Sekretaria, Kepala Bidang, Kepa)a Subbagian, Pejabat 
Fungaional, dan Pelaksana da.la.m lingkup Dina, melakaanakan tugae 
dan funpi aesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan, 
serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, intcgrasi, 
ainkronisasi, s=plifikas1, akuntabilitas, tranaparansi, eerta efektifitas 
dan efisiensi, sesuai dengan kctentuan Peraturan Perundang­ 
Undangan; 

(3) Kepa.la Dinaa, Sekretaria, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dalam 
lingkungan Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan 
instansi pemerintah/swasta terkait daiam rangka. meningkatkan 
kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. 

Bagi.an Kedua 
Pengendalian dan Evaluasi, eerta Pelaporan dan Pengawasan 

Pasal IS 
(I) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidans dan Kepala Subbagian dalarn. 

lingkunga.n Dinas dalam melaksanakan tugasnya, melakukan 
pengendalian dan evaluasi serta metaksanakan rapat koordinasi secara 
berkala dan/atau sesuai kebutuhan; 

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subba.gian, Ptjabat 
Fungaional, dan Pelaksana dalam lingkungan Dinaa wajib mematuhi 
petUnjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara 
ber� dan(atau &e8Uai kebutuhan eecara tepat waktu kepada atasan' masmg-ma8Ulg, 
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(3) Kepala Dinu, Sekretaria, Kepala Bidang, Kepala. Subbagian dan dalam 
lingkungan Dinaa melakaanakan pengawaaan aesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB Vil 
KETENTUAN PERALIHAN 

Paaal 16 
Ketentuan yang mengatur aub koordinator dalam Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Sueunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi aerta Tata Kerja Dina.a �nanaman Modal, Pelayanan Ter-padu Satu 
Pintu (Serita. Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomot' 62), tetap 
bef'lalcu aampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang sistem 
kerja pada pemerintah daerah. 

BAB VU[ 
KETEN1UAN PENU1UP 

Pasal 17 
Dengan berla.kunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 
62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugu dan Fungsi 
aena Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, �layanan Terpadu Satu Pintu 
(Serita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 62) dicabut dan 
dinyataka.n tidak berlaku. 

Pasal 18 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Oaerah 
Kabupaten Pinran&- 

Oitetapkan di Pinrang 
pada tanggaI o& °lu"i 202-i 

BUPATI PINRANO, 

m ....... • • IRWAN HAMID 

Diundangkan di Pinrang 
pada tanggal CE> 1-itu.i u,v,. 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, 

t 

BU 

DAERAH KABUPATEN PINRANO TAHUN 2023 NOMOR 
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